
SALINAN
KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR:3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ROTE NDAO NOMOR 7 / HK.O3.O\ / 5314 / 2O2r

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sesuai

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Ttrgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota,

perlu melakukan perubahan personalia pada Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 /HK.O3.OL/53I4/2O22
tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote

Ndao:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagrmana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun

2O01(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1

Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur

Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantas Korupsi

Jangka Panjang Tahun 2Ol2-2O25 dan Jangka Menegah

Tahun 2Ol2-2O24 (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 122);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2Ol9 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4.

6.

7.

B.
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Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang
Displin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor I 153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

20 15 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum (Berita Acara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32Ol;

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Talrtrn 2O2l

tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Keq'a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 945lPW.Ol /ll /2021 tanggal 13

Olctober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota;

13.

Memerhatikan : 1.
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2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 19

Tahun 2O19 tentang l,arangan Penerimaan Gratifikasi'

dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao Nomor : 3/BA/K/2O22 Ianggal 25

Maret 2022, tentang Perubahan Pembentukan Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum KabuPaten Rote Ndao.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE

NDAO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE

KESATU

NDAO NOMOR 7 /HK.O3.Orl5314/2o2r TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE

NDAO.

Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dengan

Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini'

Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao,

tercantum dalam la.mpiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

Dalam kegiatan pengendalian gratifikasi, Unit Pengendalian

Gratifikasi melakukan.

1) upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Ke{a

mencantumkan ketentuan Iarangan penerimaan,

2) pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap

pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa,

kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan

pengumuman dalam proses/ kegiatan tahapan Pemilu

3) dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan

kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

https://Jdth.kpu.go,ldl^tt/ratendao ( h ,ku'?. daft g.Dlrt 2022)
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4) memberikan informasi kepada setiap Jajaran KpU

Kabupaten Rote Ndao, PPK, PPS, KPpS dan pihak Ketiga

terkait dengan adanya Peraturan pengendalian

Gratifikasi secara terus menerus.

5) mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang
pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rote Ndao

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baa

Pada tanggal 25 Maret2O22

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO.

ttd.

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N ROTE NDAO
Hukum dan SDM,

Manafe
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KABUPATEN
TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE

NDAO NOMOR 7 /HK.O3.01/s314/2022
TENTANG

PENGENDALIAN

PEMBENTUKAN UNIT

GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO.

KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
ROTE NDAO NOMOR : 3

KABUPATEN ROTE NDAO

NO. NAMA JAE}ATAN

KEDUDUKAN
DALAM

KEANGGOTAAN
1 2 e 4

1. CHRISTIAN DAE PANIE KETUA PENGARAH
2. MBYSIAS F.P DAMA ANGGOTA PENGARAH
3. HOFRA A. ANAKAY ANGGOTA PENGARAH
4. JORHANS H. MAAK ANGGOTA PENGARAH
5. AGABUS LAU ANGGOTA PENGARAH
6. NEM DANIEL JUNIAS

PAH, S.Sos
SEKRETARIS KBTUA

7. HENRY ANTHONIE
MANAFE, S.E

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN
SDM SEKRETARIS

8. ROYNALD HALAN, S.E KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN.
DATA DAN INFORMASI ANGGOTA

9. ARDIANSYAH FAIZAL
BEI{YAMIN LOLA,
S.E.M.Si

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PEI{YELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN

MASYARAKA^T

ANGGOTA

10. NOLDY YEHEZKIEL
LANING, S.H

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN LOGISTIK ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
,T KOMISI PEMILIHAN UMUM

NDAO
Hukum dan SDM,

ie Manafe

Ditetapkan di Bah
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd.

CHRISTIAN DAE PANIE

S

SE
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR : 3
TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE

NDAO NOMOR 7 /HK.O3.Or/s31412022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO.

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

A. TUGASDANWEWENANG
Tugas dan wev/enang Unit Pengendalian Gratifikasi meliputi:

a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan traporan penerimaan,

laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di Lingkungan

KPU Kabupaten Rote Ndao, PPK, PPS, KPPS;

b. menyalurkan Laporan penerimaan, laporan penol,akan dan laporan

pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui

Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan

status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. menyrmpaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan

Gratifikasi kepada Ketua KPU mel,alui Sekretaris Jenderal KPU;

d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan

Gratifftasi kepa.da pihak internal dan ekstemal di Lingkungan KPU,

PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;

e. meLakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi

yang ditetapkan oleh Komisi Pemb€rantasan Korupsi;

f. meminta data dan informasi kepada satuan kerja t€rtentu dan/ atau

setiap Jajaran KPU Kabupaten Rote Ndao, PPK, PPS, KPPS terkait

pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat

Jenderal KPU apabila te{adi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap
jajaran KPU Kabupaten Rote Ndao, PPK, PPS, dan KPPS dan

h. melaporkan hasil penanganan pel,aporan Gratifikasi kepada Sekretaris

KPU Kabupaten Rote Ndao; dan

https://Jdlh.kpl.go.td./^tX/r-te dao I h.ukum d.dn s.DA 2022)
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i. menjamin kerahasiaan laporan

setiap Jajaran KPU Kabupaten

dan/atau Pihak Ketiga.

B. FUNGSI

Unit Pengendalian Gratifikasi KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai fungsi
untuk:

Graffikasi yang disampaikan oleh

Rote Ndao, PPK, PPS, dan KppS

a.

b.

melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Graffikasi di
Lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao, ppK, ppS, dan KppS;
melakukan koordinasi dengan upG KpU provinsi/Klp Aceh dan/atau
UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Kpu
Kabupaten Rote Ndao, ppK, pps, dan KppS;

menerima laporan penerimaan Gratitikasi;
melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek
pelaporan penerimaan Gratifikasi;

menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan
Gratilikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak
atau busuk;

g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Kpu
Kabupaten Rote Ndao, ppK, pps, dan Kpps kepada upc Kpu dengan
tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KlP Aceh setiap kali menerima
pelaporan penerimaan Gratilikasi;

h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari
Jajaran KPU Kabupaten Rote Ndao, ppK, pps, dan Kpps di
Lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao, ppK, ppS, dan KppS;

i. menyampaikan laporan berkala kepada upc Kpu Kabupaten Rote
Ndao dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/Klp Aceh tentang
perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi
dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Rote
Ndao, PPK, PPS, dan KppS;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UpG.

Ditetapkan di Ba a
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

c.

d.

e.

f.

KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

.v
"'y ryjnManafe

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

,/t\

Henry
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